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PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 2t TAHUN 2013
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2012

Manimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten
Bekasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012, Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012 lebih lanjut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950} sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang MNomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1850
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 MNomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan ({Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang  MNomor 12 Tahun 1994 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1884 Nomor 62, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 3569),

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Momor 41, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomeor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Momor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 MNomor 2486,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4048),



Undang-Undang MNomor 21 Tahun 1887 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 19857 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 3688).

Undang-Undang MNomor 28 Tahun 1988 tentang
Penyelenggara MNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 MNomor 75, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomaor 3831);

Undang-Urdang Momor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Megara Republik Indonesia '_I'ahun EGE!E
Momor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286},

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomaor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomaor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Fengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan MNegara
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor B6,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

1

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Momor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2008 MNomor 59, Tambahan

‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor B2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



13. Peraturan Pemerntah Nomor 85 Tahun 2001 tentang Fajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Momor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

14 Peraturan Pemerintah MNomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4128);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4418),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomer 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Momor 24 Tahun 2004 teniang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712},

16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4503),

18.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2005 MNomor 138, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomar 4574},

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan {Lembaran Megara Republik Indonesia
*Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575),

20. Peraturan Pemerintah Momor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomar 4576},

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
kepada Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonasia
Tahun 2005 MNomor 1389, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomaor 4577 )

22 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 lentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4578);



23.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penyerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
MNomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585),;

24 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 185, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomaor 4592},

25 Peraturan Pemerintah Momor & Tahun 2008 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinera Instansi Pamerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
MNomaor 4614},

26.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2007 MNomor 82, Tambahan Lembaran Megara
Nomor 4347);

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Noemor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Memor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Afas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloiaan
Keuangan Daerah;

28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

28 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
(Lermbaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomaor 7)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Feraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 8 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dasrah Kabupaten
Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012
Nomor 8);

31.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);



Menetapkan :

32_Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 15 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2011 Nomor 15);

33 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5§ Tahun 2012
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten

Bekasi Tahun 2012 Nomar 5);

34 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor G);

35.Peraturan Daerah WNomor 7 Tahun 2013 ientang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomaor 7);

36_Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2012 Momaor 1);

37_.Peraturan Bupati Bekasi Nomor 189 Tahun 2012 tentang
Fenjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2012 {Berita Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2012 Nomor 18)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEMNJAEARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAFPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUFPATEN BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2011,

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2012 :

1

Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 801.852.905.867.00
. Dana Perimbangan Fp.1.450.031.880.835 00

. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp 535.990.568.230.00

Belanja

Jumlah Pendapatan Fp 2.788.775.364.932 .00

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp.1.004.243.447 564,00
2) Belanja Hibah Rp. 112.207.417.535,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.582.500.000,00



&) Belanja Bagi Hasil Rp. 38.225.067.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 45100149 700,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp 0.00

Rp.1.201,368.581.798,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 67.320.255.394.00
2} Belanja Barang dan Jasa Rp. 400283 70483600
3) Belanja Modal Rp. 970.051.419.271.00
Rp.1.437.655.379.501,00

Jurmlah Belanja Rp.2.6308.023 861 300,00

Surplus/{Defisit) Rp. 149.751 40363200

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 538,187.766.890.00
k. Pengeluaran Rp. 26576.479.915.00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 511.611.286.975.00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 661.362.690.607 00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati Bekasi ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
lebih lanjut terinci kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran,

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 3
tercantum dalam lampiran Il Peraturan ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian
yang lidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Pasal 6
Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Bekasi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Fusat
pada tanggal & - 09 = 2013
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